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Bahwa Statuta Universitas Nasional yang selama ini berlaku perlu
disempurnakan dengan melakukan perubahan;

Bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin
kelancaran penyelenggaraan Universitas Nasionat;

Bahwa perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan
Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang  Pendidikan
Tinggi;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
Anggaran Dasar Yayasan Memajukan [Imu dan Kebudayaan.

Hasil rapat Koordinasi Pengurus YMIK dengan Pimpinan Universitas
Nasional tanggal 16 Desember 2015

MEMUTUSKAN

Mengubah Statuta Universitas Nasional sebagaimana tersebut dalam
lampiran keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
scbagaimana mestinya.

Ditetapkan  : Jakarla

Pada tanggal :23 Deseinber 2015
Pengurus YMIK

Ketua, ¢

ﬁw‘),%

Dr. Drs. H. Ramlan Siréear, M.Siy,;&"&\;,
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STATUTA UNIVERSITAS NASIONAL
PEMBUKAAN

Bahwa sesungpuhnya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1942, bukanlah merupakan tugas dan
tanggung jawab pemeriniah scmata, akan tetapi juga merupakan tugas dan tanggung
jawah segenap masyarakat dan bangsa Indonesia.

Atlas berkal rahinat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka didirikanlah Universitas
Nasional pada tanggal 15 Oktober 1949 oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan
Kebudayaan, dan dikukuhkan dengan surat Kementerian Pendidikan Pengajaran dan
Kebudayaan Republik Tndonesia yang berkedudukan di Yogyakarla dengan sural
nomor 348/S tanggal 22 Desember 1949.

Universitas Nasional sebagai lembaga pendidikan tinggi yang merupakan bagian
integral dari sistem pendidikan nasional, secara terus menerus berupaya ikut serta
memajukan bangsa Inconesia melalui penguasaan dan penyebarluasan ilmu
pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, agar dapat setara dengan bangsa-bangsa
maju di dunia.

Universitas Nasional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya senantiasa
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan
menjadikan Universitas Nasional sebagai lembaga pendidikan yang dinamis dan
progresif dalam menegakkan kebenaran dengan komitmen pada pembangunan
nasional secara bertanggung jawab melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka terbinanya sumber daya manusia
vang berjiwa kepeloporan dalam pengembangan ilmu dan kebudayaan yang
bermanfaat bagi kchidupan umat manusia vang beradab dan sejahtera.

Dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Universitas
Nasional menyiapkan peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang bertagwa
kepada Tuhan Yang Maha FEsa, berjiwa Pancasila, berbudi luhur, serta mampu
menjadi anggota masvarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau
profesional, kreatil, produktif, dapat mcnerapkan, mengembangkan dan atau
memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau scni, yang dapat
dimanfaatkan cleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada
wmumnya.

Sebagai pedoman untuk mencapai tujuan Universitas Nasional dan memelihara
kemumian cita-cita Yayasan Mcmajukan [lmu dan Kebudayaan, maka disusunlah
Statuta Universitas Nasional sebagai berikut :



BAB I
EKETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Statuta in1 yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Memujukan Ilmu dan Kebudayaan.

2. Universitas adalah Universitas Nasional.

3. Fakultas adalah unsur pelaksana Universitas dalam satu atau kelompok bidang
ilmu tertentu.

4. Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan

akademik dan atau profesional.

Program studi  adalah kesatuan rencana Dbelajar scbagai pedoman

pcnyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu

kurikulum serla ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pcngetahuan,

kcterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

6. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana Universitas dalam penyelenggaraan

pendidikan dalam satu atau kelompok bidang ilmu terlentu pada jenjang

pendidikan Magister dan Doktor.

Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas yang khusus diangkat dengan

tugas utama mengajar/memberi kuliah, melakukan penelitian, dan pengabdizn

kepada masyarakat.

8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaliar dan belajar pada Universitas.

9. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dun mahasiswa pada
Universitas.

10. Menteri adalah Menteri Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
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BAB II
BADAN HUKUM PENYELENGGARA
Pasal 2

Badan Hukum Penyelenggara Universitas adalsh Yayasan Memajukan [lmu dan
Kebudayaan yang pendiriannya dinyatakan dalam Akte Notaris Mr. Soewandi No. 3
tanggal 1 Agustus 1954, yang Anggaran Dasamya telah beberapa kali mengalami
perubahan, dan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam 'I'amhahan Berita
Negara R.I Tanggal 17/9 -2002 No. 75.

Pasal 3

(1) Yayasan mcmpunyai fungsi menyelenggarakan Universitas.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Yayasan mempunyai
tugas :
a. Menetapkan visi, misi, tujuan, Rencana Induk Pengembangan Universitas,
dan Statuta Universitas; ,
b. Membina, mengembangkan, mengontrol dan mengevaluasi pengelolaan
penyvelenggaraan Universitas;
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c. Menyediakan sarana, prasarana dan biaya pengembangan Universitas;

d. Mengesahkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;

e. Mengangkat dan memberhentikan Rektor setelah mendapat periimbangan
dari Senat Universitas;

f. Menetapkan pendirian dan penutupan Fakultas, Jurusan atau Program Studi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pengurus Yayasan tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai pimpinan
struktural di lingkungan Universitas.

BAB II1
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 4

Universitas bernama Universitas Nasional, disingkat UNAS, yang merupakan
kelanjutan dari Akadcmi Nasional yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1949.

I'asal 5

Universitas berkedudukan di Jakarta.

BAB TV
ASAS, VISI, MISI, DAN TUJUAN
Pasal 6

Universitas berasaskan Pancasila.

Pasal 7

Visi Universitas adalah:

Menjadi universitas unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar universitas swasta terbaik di Indonesia dalam
tata kelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada tahun 2020.

Pasal 8

Mist Universitas adalah:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf nasional yang
dapat bersaing di tataran global.

. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam
bidangnya yvang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini

2

yang mampu bersaing di pasar lenaga kerja secara nasional dan internasional.

. Menyelenggarakan peneclitian dan pengabdian masyarakat yang berkonstribusi
kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan tcknologi di kancah nasional dan
intcrnasional.

(%]
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Memaiukan Iimt dan Kebudaye

Menyelenggarakan tata kelola organisasi universitas secara (ransparan, adil,
bertanggung jawab dan kredibel vang mengacu kepada kebijaka: pendidikan
nasional.

. Membargun jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan

memperdalam kerja sama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
vang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 9

Tujuan Universilas adalah:

1.

Terselenggaranya pendidikan bertaral’ nasional yang dapat bersaing di tataran
global.

. Dihasilkannya Tlusan yang memiliki integritas, komptensi, serta daya saing

nasional dan internasional.

. Dihasilkannya karya penelitian dan pengabdian masyarakat vang berkonstribusi

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di tingkat nasional
maupun internasional.

. Mcnghasilkan tata kelola organisasi universitas secara transparan, ad:l,

bertanggung jawab dan kredibel yang mengacu kepada kebijakan pendidikan
nasional.

Terbangunnya jejaring nasional dan  internasional untuk memperluas  dan
memperdalam kerja sama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

BAB YV
LAMBANG, BENDERA, LAGU, DAN BAHASA
Pasal 10

Universitas memiliki lambang berupa Tugu dan Bintang Segi Lima di alasnya, vang
dilingkari oleh pita mcrah putih dan di atas perisai berwarna hijau, dengan
pengertian:

1.

o 2 B2
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Tugu adalah tugu proklamasi vang melambangkan puncak perjuangan bangsa
Indonesia;

Binlang scgi lima melambangkan asas Pancasila;

Pita merah putih melambangkan bendera nasional;

Pcrisai melambangkan benteng perjuangan untuk memberikan kesempatan belajar
kepada pemuda pemudi Republik Indonesia yang tidak mau masuk ke sekolah-
sckolah Belanda pada masa revolusi fisik;

. Dasar hijau mclambangkan ilmu sepanjang masa.
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Pasal 11

Bendera Universitas berwarna dasar hijau, dan bendera fakultas diletapkan dengan
keputusan Reklor scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Lagn Universitas adalah MARS UNAS vang diperdengarkan atau dinyanyikan pada
upacara resmi di lingkungan Universitas.

Pasal 13

(1) Bahasa resmi yang dipergunakan di lingkungan Universitas adalah Bahasa
Indonesia.

(2) Bilamana diperlukan dalam hal-hal tertentu bahasa asing dapat digunakan
sebagai bahasa penguniar.

BAB VI
ORGANISASI UNIVERSITAS
Pasal 14

Organisasi Universitas terdiri atas:

[. Dewan Penyantun Universitas.
2. Senat Universitas.
3. Majelis Guru Besar.
4. Pimpinan Universitas : Rektor dan Wakil Rektor.
5. Unsur Pclaksana Akademik :
[). Fakultas:
2). Sekolah Pascasarjana;
3). Pusat.
6. Unsur Penunjang : Badan
7. TUnsur Pelaksana Administratif ; Biro.
8. Unit Pelaksana Teknis.
BAB VII
DEWAN PENYANTUN UNIVERSITAS
Pasal 15

(1) Untuk membantu pimpinan dalam rangka pengembangan Universitas dapat
dibentuk Dewan Penyantun Universitas.

(2) Anggota Dewan Penyantun Universitas terdiri alas tokoh-tokoh masyarakat
yang bersedia ikut serta memajukan Universitas.

(3) Anggota Dewan Penyantun Universitas diangkal dan diberhentikan oleh
Yayasan atas usul Rektor.

Lh
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Pasal 16

Dewan Penyantun Universitas dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh dan di
antara para Anggola Dewan Penyantun Universitas.

(1)

1:
2

i

0.

11.

12.
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BAB VIII
SENAT UNIVERSITAS
Pasal 17

Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di
lingicungan Universitas;
Anggola Senat Universitas terdiri atas : Pimpinan Universitas, Dckan Fakultas,
Direktur Sekolah Pascasarjana, Guru Besar Tetap, dan 2 (dua) orang wakil
dosen dari tiap fakultas yang pemilihannya didasarkan pada kriteria yang
ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 18

enat Untversitas mempunyai tugas pokok :

Merumuskan kebijakan akademik Universitas;

Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta
kepribadian sivitas akademika;

Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan di lingkungan
Universitas;

Memberikan pertimbangan dan persctujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor;

Menilai pertanggungjawaban Rcktor atas pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan;

Merumuskan peraturan pclaksanaan kcbebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik dan otonomi keilmuan pada Universitas;

Memberikan pertimbangan kcpada Yayasan berkenaan dengan calon yang
diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor.

Memberikan persetujuan pengusulan kepangkatan akademik dosen sampai
dengan Lektor Kepala;

Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;

Menanggapi kasus-kasus pelanggaran etika akademik, norma kesusilaan dan
aturan-aturan lain yang dilakukan oleh anggota sivilus akadcmika, yang dapat
mencemarkan nama baik Universitas;

Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai pendirian  ataupun
penutupan Fakultas, Jurusan atau Program Studi;

Memberikan pertimbangan atas jabaran Statula Universitas.

Pasal 19
Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Senat. Universitas membentuk

komisi-komisi vang terdiri dari Komisi Akademik, Komisi Anggaran dan
Komisi Disiplin yang beranggotakan anggota Senat Universitas.




(1)

(2)
(3)

Senat Universitas diketuai oleh Rektor dan didampingi oleh seorang Sekretaris
yang dipilih oleh dan di antara anggota Scnat Universitas,
Susunan keanggotaan Scnat Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX
MAJELIS GURU BESAR
Pasal 20

Majclis Guru Besar adalah unsur Universitas yang berfungsi melakukan
pembinaan dan penegakan integritas akademik dan ctika kehidupan kampus.
Anggota Majelis Guru Besar terdin dari semua Guru Besar Universitas.

Majelis Guru Besar dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang
dipilih oleh dan di anlara anggota Majclis Guru Besar.

Pasal 21

Majelis Guru Besar mempunyai tugas pokok:

i

Lad

Melakukan pembinaan kechidupan akademik dan etika kehidupan kampus
terhadap sivitas akademika Universitas dalam rangka terciptanya budaya
akademik yang kondusif dan dinamis;

Memberikan pertimbangan terhadap usul pengangkatan Guru Besar, dan
penganugerahan gelar Doktor Kehormatan.

Melaksanakan pengukuhan Guru Besar.

Pasal 22

Pengaturan tentang tata kerja Majelis Guru Besar disusun olch Majelis Guru Besar
dan disahkan olch Rektor.

4

BAB X
PIMPINAN UNIYERSITAS
Pasal 23

Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas dalam pengelolaan dan
pengembangan pendidikan, penclitian dan pengabdian kepada masyarakat,
membina dosen, mahasiswa, pegawai administrasi, scrta pelaksanaan hubungan
dan atau kerjasama dengan pihak-pihak di luar Universitas.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor
bertanggung jawab kepada Yayasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Rektor dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil
Rektor, vang terdiri atas Wakil Reklor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang
Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rcktor Bidang Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat dan Kerja Sama.

Bilamana Rektor berhalangan tidak tctap dalam jangka waktu paling lama
60 (cnam pulub) hari berturut-turut maka Wakil Rcktor Bidang Akademik
bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.



(3)

(5)
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Bilamana Reklor berhalangan letap, Yayasan mengangkat Pcjabat Sementara
Rektor, dan sclambal-lambatnya 1 ( Qam) tahun setelah itu harus diangkat Rektor
yang baru.

Pasai 24

Rektor diangkat dan diberhentikan  oleh  Yayasan  setelah  mendapat
pertimbangan Scnat Universitas.

Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rcktor sctelah mendapat
pertimbangan Senat Universitas dan persctujnan Yayasan.

Pasal 25

Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun.

Rcktor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua)
kali masa jabatan berturut-turut.

Dalam hal Rektor telah menyelesaikan 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut,
atas dasar pertimbangan tertentu untuk kepentingan Universitas, Yayasan dapat
memperpanjang masa jabatan Rektor paling lama 4 (empat) tahun setelah
mendapat persetujuan dari Senat Universitas.

Pasal 26

Wakil Rektor Bidang Akademik membantu Rektor dalam pengelolaan bidang
keptatan pendidikan dan pengajaran.

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya
Manusia membantu Rekior dalamn pengelolaan bidang kegiatan adminisirasi
umum, keuangan dan sumber daya manusia.

Wakil Rcktor Bidang Kcmahasiswaan membantu Rektor dalam pcngclola.dn
bidang kegiatan kemahasiswaan dan alumni yang dilakukan secara insitusional.
Wakil Rektor Bidang DPenelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan
kerjasama membantu Rektor dalam pengelolaan bidang kegiatan penclitian dan
pengabdian kepada masvarakat serta kerjasama dalam dan luar negeri vang
dilakukan secara insitusional.

Wakil Rektor bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

BAB XI
FAKULTAS
Pasal 27

Organisasi Fakultas terdiri atas :

i
2.
i g

Scnat Fakultas;

Pimpinan Fakultas: Dekan dan Wakil Dekan;

Unsur pelaksana akademik : Jurusan dan atau Program Studi, Laboratorium, dan
Kelompok Dosen;

Unsur pelaksana administrasi : Bagian Tata Usaha.



(1)

(2)
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Pasal 28

Senal Fakultas merupakan badan normatif dan perwzkilan tertinggi di tingkat
Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan
Universitas untuk fakultas vang bersangkutan.

Senat Fakultas terdiri atas pimpinan Fakultas, Guru Besuar, Ketua Jurusan, dan
wakil doscn yang pemilthannya didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh
Rektor.

Jumlah scluruh anggota Senal Fakultas sekurang-kurangnya dua kali jumlah ex-
officio ditamhah satu.

Pasal 29

Tugas Pokok Senat Fakultas adalah :

1

[~
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merumuskan kebijakan akademik fakultas;

merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta
kepnibadian dosen; -

merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan kebijakan akademik yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ayat ini;

menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan
akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ayat 1n1;
memberikan pertimbangan kepada Rcktor mengenai calon yang diusulkan untuk
diangkat menjadi Dekan;

memberikan pertimbangan kepada Dckan mengenai calon yang diusulkan untuk
diangkat menjadi Wakil Dekan;

memberikan pertimbangan kepada Dekan mengenai kasus-kasus pelanggaran
elika dan norma kesusilaan dan aturan-aturan lain vang dilakukan olch angpota
sivitas akademika yang dapat mencemarkan nama baik fakultas.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tupasnya schari-hari Scnat Fakultas dapat membentuk
komisi-komisi sesua: dengan kebutuhan.

Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang didampingi oleh seorang Sekretaris
yang dipilib oleh dan di antara anggota Senal Fakultas.

Susunan Keanggotaan Senat Fakultas ditctapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 31

Fakultas dipimpin oleh [Dekan dan dibantu oleh seorang Wakil Dekan.

Dekan adalah pimpinan tertinggi di fakultas dalam penyclenggaraan pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga doscn,
mahasiswa, dan tenaga administratif di fakultas.

Wakil Dckan membantu Dekan dalam bidang administrasi umum dan keuangan,
serta pembinaan kemahasiswaan.



Pasal 32

(1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan
Scnat Fakultas.

(2) Dekan bertanggungjawab kepada Reklor.

(3) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah
mendapal pertimbangan dari Senat Fakultas.

(4) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

(5) Bilamana Dekan berhalangan tidak tetap dalam jangka wakiu paling lama
60 (cnam puluh) han berturut-turut maka Wakil Dekan bertindak sebagai
Pelaksana Harian Dekan.

(6) Bilamana Dekan berhalangan tetap, Reklor mcngangkat Pejabat Sementara
Dekan, dan selambat-lambatnya 60 (cnam puluh) hari setelah itu harus diangkat
Dekan yang baru.

Pasal 33

(1) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun.

(2) Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali
masa jabatan berturut-turut,

(3) Dalam hal Dekan telah menyelesaikan 2 (dua) kali masa jabatan berturut-lurut,
atas dasar pertimbangan tertentu untuk kepentingan Fakultas, Rektor dapat
memperpanjang masa jabatan Dekan paling lama 4 (empat) tahun selelah
mendapal pertimbangan dari Senat Fakullas dan persctujuan Yayasan.

(4) Pemberhentian Dekan sebelmin periode masa jabatannya berakhir dilaksanakan
oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.

Pasal 34

(1) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakullas dan scbagai wadah yang
memfasilitasi pelaksanaan program studi.

(2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua, dan bila dipandang perlu dibantu oleh
seorang Sekretaris Jurusan.

(3) Ketua Jurusan bertanggungiawab kepada Dekan.

(4) Sekretaris Jurusan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 35

(1) Kctua Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah
mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

(2) Sckretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas usul Kctua
Jurusan.

(3) Masa jabatan Ketua Jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
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Pasal 36
(1) Dalam Jurusan dapat dibentuk Luboratorium dan atau Studio.
(2) Laboratorium atau Studio dipimpin oleh seorang Kepula yang bertanggungjawab
kepada Dekan.
(3) Kcpala Laboratorium dan atau Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rekior
atas usul Dekan.

Pasal 37

(1) Program studi dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disahkan olch Rektor.
(2) Program Studi dipimpin oleh Kelua Program Smdi dan dapat dibantu oleh

seorang Sekretaris Program Studi.

(3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

(4) Kctua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Reklor atas usul Ketua
Jurusan melalui Dekan. '

(5) Sckretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Reklor atas usul Ketua
Jurusan melalui Dekan.

(6) Apabila satu Jurusan hanya terdin dari satu Program Studi, maka Ketua Jurusan
merangkap scbagai Ketua Program Studi.

(7) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (cmpat) tahun dan dapat diangkat
kembali.

BAB XI1
SEKOLAII PASCASARJANA
Pasal 38

(1) Sckolah Pascasarjana terdiri atas sejumlah program studi dalam bidang ilmu
tertentu.

(2) Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh Direktur. dan dapat dibantu oleh seor anb
Wakil Direktur.

(3) Dircktur Sckolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Relktor setelah
mendapat pertimbangan Senal Universitas dan persetujuan Yayasan.

(4) Wakil Dircktur Sckolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
atas usul Direktur Sekolah Pascasarjana.

(5) Masa jabatan Direktur Sekolah Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) masa jabatan
beturut-turut. :

(6) Dirckiur Sekolah Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor; dan Wakil
Direktur Sekolah Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.

I*asal 39

(1) Program Studi pada Sckolah Pascasarjana dipimpin olch seorang Ketua dengan
dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.

(2) Ketua Program Studi pada Sekolah Pascasarjana diangkat oleh Rektor atas usul
Direktur Sekolah Pascasarjana.



Yayarsan Memajukan T der

(1)

(2)

(D

@)

Sckretaris Program Studi pada Sekolah Pascasarjana diangkat oleh Rektor atas
usul Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan Ketua
Program Studi pada Sekolah Pascasarjana.

Vasa jabatan Ketua Program Studi pada Sckolah Pascasarjana adalah 4 (empat)
tahun.

BAB XIII
BADAN
Pasal 40

Baduan adalah unsur penunjang kcgiatan penyelenggaraan Universitas yang
terdiri atas Badan Penjaminan Mutu, dan Badan Pengelola Sistem Informasi.
Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor scrta bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Kepala Badan wajib menyampaikan laperan pekerjaannya sceara tertulis kepada
Rektor sckurang-kurangnya sckali dalam 6 (enam) bulan.

Bila dipandang perlu, Kepala Badan dapat dibantu oleh scorang Sekretraris
Badan yang dianpgkat dan diberhentikan olch Rektor atas usul Kepala Badan.

Pasal 41

Badan Penjaminan Mutu memiliki fungsi pemeliharaan dan peningkatan mutu

dalam rangka terjaminnoya mutu penyelenpgaraan Universitas yang sebaik-

baiknya.

Untuk memenuht fungs: tersebut pada ayat (1),- Badan Penjaminan Mutu

mempunyai tugas:

a. Membuat perangkat dan panduan pcnjaminan mutu, baik program kegiatan
akademik maupun program kegiatan non akademik;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan
Umniversitas;

c. Melakukan analisis terhadap pencapaian hasil pelaksanaan penjaminan mutu
dari setiap unsur dan atau satuan organ Universitas.

d. Melakukan pemeriksaan internal terhadap semua kegiatan akademik dan non
akademik

Pasal 42

Badan Pengclola Sistem Informasi memiliki [ungsi pengembangan sistem

inlormasi dalam rangka mewujudkan satu Sistem Informasi Manajemen yang

mendukung kelancaran penyelenggaraan Universitas.

Untuk mcmenvhi fungsi tersebut pada ayat (1), Badan Pengclola Sistem

Informasi mempunyai tugas:

a. Menyusun dan mengembangkan sistem informasi, baik program kegiatan
akademik maupun program kegiatan non akademik;



b. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyediakan pelayanan data
dan informasi internal dan eksternal;

c. Memberikan dukungan ieknis bagi pemnasangan, pemanfaatan, dan
pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi.

BAB X1V
RAPAT-RAPAT
Pasal 43

Rapat merupakan forum pengamnbilan keputusan yang terdini atas:

1
2

£l

(1)
(2)

(3)
)

(7)

(8)
&)

Rapat Senat Universitas;
Rapat Pimpinan Universilas;
Rapat Senat Fakultas;

Rapat Pimpinan Fakultas.

Pasal 44

Rapat Senat Universitas Lerdiri atas Rapal Pleno dan Rapat Komisi.

Rapat Pleno Senat Universitas diselenggarakan sckurang-kurangnya sekali
dalam 4 (empat) tahun, dan Rapat Komisi Scnat UUniversitas diselenggarakan
sekurang-kurangnya sekali dalam | (satu) tahun.

Rapal Pleno Senat Universitas dinyatakan sah (quorum) apabila dihadin oleh
sekurang-kurangnva 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggola scnat.

Apabila quorum tidak terpenuhi, maka Rapal Pleno Senat Universitas ditunda
selama dua kali lima hari kerja, dan setelah penundaan rapat dianggap sah jika
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (sctengah) tambah sau dari jumlah
anggota Senat Universitas.

Rapat Komisi Senat Universitas dinyatakan sah (quorum) apabila dlhddm
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota komisl.

Apabila quorum tidak terpenuhi, maka Rapat Komisi Senat Universitas ditunda
dua kali lima hari kerja, dan setelah penundaan rapat dianggap sah jika dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 1/2 (sctengah) tambah satu dar jumlah anggota
komisi.

Sctiap anggota Senat Universitas meniliki hak bicara dan hak suara dengan
ketentuan bahwa hak suara hanva dimiliki oleh anggota Senat Universitas vang
telah mengabdi sebagai dosen tetap di Universitas sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun secara terus-menerus.

Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Universitas dilaksanakan berdasarkan
musyawarah/mufakat.

Apabila kcputusan dalam rapat Scnat Universitas tidak dapat diambil
berdasarkan musyawarah/mufakat, maka keputusan diambil melalui
pemungutan suara (voting), dengan ketentuan bahwa keputusan dianggap sah
jika disetujui olch sekurang-kurangnya 1/2 (sctengah) tambah 1 (satu) darl
jumlah peserta rapat yang memiliki hak suara.
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Pasal 45

Rapat Pimpinan Universitas terdiri atas Rapat Pimpinan Lengkap dan Rapat
Pimpinan Terbatas. :

Peserta Rapat Pimpinan T.engkap Universitas terdiri atas: Rektor, Wakil Rektor,
Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana.

Peserta Rapat Pimpinan Terbatas Universitas terdiri atas Rcktor dan Wakil
Rcktor,

Agenda acara Rapat Pimpinan Universitas ditctapkan oleh Rektor.

Pasal 46

Rapat Senat Fakultas terdiri atas Rapat Pleno dan Rapat Komisi.

Rapat Pleno Senat Fakultas disclenggarakan sekurang-kurangnya sckali dalam 4
(cmpat) tahun, dan Rapat Komisi Senat Fakullas diselenggarakan sekurang-
kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Rapal Pleno Scnat Fakultas dinyatakan sab (quorum) apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
Apabila quorum tidak terpenuhi, maka Rapat Pleno Senat Fakultas ditunda
selama lima har kerja, dan sciclah penundaan rapat dianggap sah jika dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) tambah 1 (satu) dari jumlah anggota
Senat Fakultas.

Rapat Komisi Senat Fakultas dinyatakan sah (quorum) apabila dihadiri
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota komisi.

Apabila quorum tidak terpenuhi, maka Rapat Komisi Senat Fakultas ditunda
selama lima hari kerja, dan sctelah penundaan rapat dianggap sah jika dihadin
oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) tambah 1 (satu) dar’ jumlah anggota
komisi.

Setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak bicara dan hak suara dengan
ketentuan bahwa hak suara hanva dimiliki oleh anggota Senat Fakultas yang
telah mengabdi sebagai dosen tetap di fakultas sekurang-kurangnya 4 (empat)
tahun secara terus-menerus.

Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas dilaksanakan berdasarkan
musyawarah/mulakal.

Apabila keputusan dalam rapat Senat Fakulias tidak dapat diambil berdasarkan
musyawarah/mufakat, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara
(voting), dengan ketentuan bahwa keputusan dianggap sah jika disetujui oleh
sckurang-kurangnya 1/2 (setengah) tambah 1 (satu) dari jumlah peserta rapat
yang memiliki hak suara.

Pasal 47

Rapat Pimpinan Fakultas terdiri atas Rapat Pimpinan Lengkap dan Rapat
Pimpinan Terbatas.

Peserta Rapat Pimpinan Lengkap Falkultas terdiri atas: Dckan, Wakil Dekan, dan
Kctua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dan atau Ketua Program Studi dan
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Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium atau Kepala Unit Pelaksana
Teknis di fakultas.

Peserta Rapal Pimpinan Terbatas Fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, dan
Ketua Jurusan.

Agenda acara Rapat Pimpinan Fakultas ditetapkan oleh Dekan.

BAB XV
BIRO
Pasal 48

Satuan pelaksana yang menyelengparakan administrasi pada Universitas
berbentuk biro yang dipimpin oleh Kepala Biro.

Kepala Biro bertanggung jawab kepada Reklor melalui Wakil Rektor yang
mekanisme pertanggungjawabannya diatur dalam ketentuan sendiri.

Biro terdin  atas: Biro Administrasi  Akademik, Biro Administrasi
Kemahasiswaan, Biro Administrasi Kevangan, Biro Administrasi Umum, Biro
Sumber Daya Manusia, Biro Administrasi Pengembangan Hubungan Kerja
sama, Biro Administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Biro
Administras: Asct.

Pasal 49

Biro Administrasi Akademik bertugas secara teknis dun administralil dalam
melaksanakan fungsi pelayanan bidang akademik.

Biro Administrasi Akademik dipimpin oleh scorang Kepala Biro yang
bertanggung jawab kepada Rektor. -

Kepala Biro Administrasi Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rcktor
aias usul Wakil Rektor Bidang Akademik.

Kepala Biro Administrasi Akademik membawahi Bagian-Bagian yang
berhubungan dengan administrasi akademik.

Pasal 50

Biro Administrasi Kemahasiswaan bertugas sccara teknis dan administratif
dalam melaksanakan fungsi pelayanan bidang kemahasiswaan.

Biro Administrasi Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kcpala Biro yang
‘bertanggungjawab kepada Rektor.

Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang Kcmahasiswaan.

Kepala Biro Admitstrasi Kemahasiswaan membawahi Bagian-Bagian yang
berhubunguan dengan administrasi kemahasiswaan.

Pasal 51

Biro Administrasi Umum bertugas secara teknis dan administratif dalam
melaksanakan fungsi pelayanan bidang administrasi umum.
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Biro Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kcpala Biro yung
bertanggungjawab kepada Rektor. ,
Kepala Biro Administrasi Umum diangkat dan diberhentikan oleh Rekror atas
usul Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya
Manusia.

Kepala Biro Administrasi Umum membawahi Bagian-Bagian yang berhubungan
dengan administrasi umum,

Pasal 52

Biro Administrasi Keuangan bertugas secara teknis dan administratif dalam
melaksanakan fungsi pelayanan bidang administrasi keuangan.

Biro Administrasi Keuangan dipimpin ocleh seorang Kepala Biro vang
bertangpung jawab kepada Rektor. ;
Kepala Biro Administrasi Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
atas usul Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber
Daya Manusia. :

Kepala RBiro Administrasi Keuangan membawahi Bagian-bagian yang
berhubungan dengan administrasi keuangan.

Pasai 53

Biro Adminisirasi Sumber Duaya Manusia bertugas secara teknis dan
administratif dalam melaksanakan fungsi pelayanan administrasi kepegawaian
lenaga akademik dan tenaga administrasi.

Biro Administrasi Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Biro
yang berlanggung jawab kepada Rektor. 5
Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Manusia diangkat dan diberhentikan
olch Reklor atas usul Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan
Sumber Daya Manusia. :

Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Manusia membawahi Bagian-Bagian
yang berhubungan dengan kegiatan administrasi kepegawaian.

Pasal 54

(1) Biro Administrasi Pengembangan Hubungan Kcrja sama bertugas sccara teknis

(2)

3)

4

dan administratif dalam melaksanakan fungsi pelayanan administrasi
pengembangan hubungan kerja sama denpan instansi di lvar Universitas,
termasuk dengan alumni Universitas,

Biro Administrasi Pengembangan Hubungan Kerja sama dipimpin oleh scorang
Kcpala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.

Kepala Biro Administrasi Pengembangan Hubungan Kerja sama diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama.

Kepala Biro Administrasi Pengembangan Hubungan - Kerja sama membawahi
Bagian-Bagian yang berhubungan dengan administrasi pengembangan hubungan
kerja sama dengan instansi di luar Universitas.
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Pasal 55

Biro Administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertupas sccara
teknis dan administratif dalam melaksanakan fungsi pclayanan administrast
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara
instilusional,

Biro Administrasi Penclitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh
seorang Kepala Riro yang bertanggung jawab kepada Rektor.

Kepala Biro Administrasi Penelilian dan Pengabdian kepada Masyarakat
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyaraket dan Kerjasama.

Kepala Biro Administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
membawahi Bagian-Bagian yvang berhubungan dengan kegiatan administrasi
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan  secara
institusional.

Pasal 36

Biro Administrasi Aset bertugas’ sccara tcknis dan administratif dalam
melaksanakan  fungsi  pelayanan administrasi  pengurusan,  verifikasi,
pemutakhiran data dan penyimpanan asct universitas.

RBiro Administrast Aset dipimpin oleh seorang Kepala Biro vang bertanggung
Jjawab kepada Rektor.

Kepala Biro Administrasi Aset diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya
Manusia.

Kepala Biro Administrasi Aset membawahi Bagian-bagian yang berhubungan
dengan administrasi Aset.

BAB XVI
DOSEN
Pasal 57

Dosen Universilas terdiri atas :

a. Dosen Tetap;

b. Dosen tidak Tetap;

¢. Dosen Tamu.

Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga
pengajar letap pada Universitas dan yang bersangkutan lidak berstatus schagai
pegawai/dosen tetap pada Perguruan Tinggi lain atau instansi pemerintah.
Dosen Tidak Telap adalah dosen yang bukan tenaga letap pada Universitas.
Dosen Tamu adalah tenaga ahli yang diundang untuk mengajar/memberi kuliah
di lingkungan Universitas selama jangka waktu tertentu.

Dosen Telap diangkat dan diberhentikan oleh Y ayasan atas usul Rektor.

Doscn Tidak Tetap diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
Dosen yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat lagi diangkat sebagal
dosen atau tenaga administrasi dj lingkungan Universitas.
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Prosedur penerimaan dosen baru ditctapkan oleh Rektor dengan persctujuan
Yayasan.

Pasal 58

Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas :

a. Guru Besar;

b. Lektor Kepala;

¢. Lektor ;

d. Asisten Ahli

Penctapan jenjung jabalan akademik dosen Universitas dilaksanakan dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan wewenang jabatan akademik Dosen ditetapkan dengan Kceputusan
Rektor sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Dosen berkewajiban menjaga nama baik Universitas.
DNosen berhak mendapat gaji atau honorarium serta penghasilan lain sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVII
PEGAWAT ADMINISTRASI
Pasal 60

Pegawai administrasi Universitas terdiri atas :

a. Pegawai Tetap.

b. Pegawai Tidak Tetap.

Pegawai tetap adalah pegawai yang diangkat dan ditempatkan sebagal tcnaga
administrasi pada Universitas dan tidak bekerja scbagal pegawai tetap pada
instansi lain.

Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang bukan tenaga tetap pada Universitas.
Pegawai Tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
Pcgawai Tidak Tetap diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pegawal yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat lagi diangkat
sebagai pegawai atau doscn di lingkungan Universitas.

Prosedur penerimaan pegawai baru ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 01

Jenjang kepangkatan dan golongan ruang gaji pegawai administrasi ditetapkan
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penempatan dan pemberhentian pegawai pada jabatan administratif tertentu
ditetapkan oleh Rektor dengan persctujuan Yayasan.
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Pasal 62

(1) Pegawai berkewajiban menjaga nama baik Universitas.
(2) Pegawai berhak mendapat gaji atau honorarium serta penghasilan lain sesual
dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVIIl
UNIT PELLAKSANA TEKNIS
Pasal 63

(1) Unit Pelaksana T'eknis merupakan kelengkapan Universitas atau fakultas dalam
menunjang penyelenggaraan Universitas atau fakultas yang dipmmpin oleh
Kepala Unit.

(2) Tata kerja Unit Pelaksana Tcknis ditctapkan oleh Rektor.

(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Universitas diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor atas usul Wakil Reklor yang membidangi kegiatan unit dimaksud.

(4) Unit Pelaksana T'eknis pada fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
atas usul Dekan.

BAB XIX
MAHASTSWA DAN ALUMNI
Pasal o4

(1) Unluk menjzdi mahasiswa scscorang harus :
a. Memiliki Tjazah atau Surat Tanda Tamat Belajur pendidikan menengah
tingkat atas;
b. Memiliki kemampuan dan persyaratan lain yang ditctapkan oleh Rektor.
(2) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

(1) Hak seorang mahasiswa Universitas adalah :
a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut
~ ilmu scsual norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;

b Memperoleh pelayanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan minal,
bakat, kegemaran dan kcmampuannya;

c. Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka keclancaran proses belajar
mengajar;

d. Memperoleh bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program
studi yang diikutinya dalam rangka penyelesaian studinya.

e. Memperolch pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang
diikutinya serta hasil belajarnya;

f.  Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan
persyaratan yang herlaku;
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Memperoleh layanan kesejahteraan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang
herlaku;

h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa universitas:

Memperolch pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

=]

Scliap mahasiswa berkewajiban untul :

a. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas;

b. Tkut memelihara prasarana dan sarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan
Universitas;

¢. Membayar vang kuliah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan Rektor atau Yayasan,

Menghargal 1lmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;

Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;

Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;

Bertingkah laku sesuai denpan norma-norma yang berlaku.

"o o
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Pasal 06

Untuk melaksanakan pembinaan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran
dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk
organisasi kemahasiswaan.

Organisasi kemahasiswaan di Universitas diselenggarakan dari, oleh dan untuk
mahasiswa.

Pengaturan yang berhubungan dengan organisasi kemahasiswaan dan hal-hal
yang berhubungan dengannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 67

Alumni Universitas adalah seseorang vang telah herhasil menyelesaikan
pendidikannya dalam suatu program studi di Universitas.

Alumni Universitas berhimpun dalam satu organisasi alumni Universitas.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Alumni Universitas
dikelahui oleh Rektor.

BAB XX
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 68

Pengelolaan sarana dan prasarana Universitas diatur dengan keputusan Rektor
dengan persefujuan Yayasan.

Perjanjian dengan pihak ketiga yang mengikat Universitas dalam penggunaan
sarana dan prasarana dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari
Senat Universitas dan persetujuan Yayasan.

Penambahan sarana dan prasarana Universitas vang -tidak tercantum dalam

Rencana Induk Pengembangan Universitas dapat dilakukan oleh Rektor setelah
mendapat persetuyjuan dari Yayasan.
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BAB XXI
KEUANGAN
Pasal 69

Sumber dana Universitas terdiri dari :

1. Uuang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;

2. Uang Kuliah;

3. Sumbangan Pengembangan dan Pemclibaraan,

4. Uuang Praktikum;

5. Uang Ujian;

6. Bantuan Pemerintah;

7. Bantuan Swasia baik lembaga maupun individu yang tidak mengikat,
8. Ilasil kontrak kerjasama.

Pasal 70

(1) Rencana  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Universitas  setiap tahun
disampaikan oleh Rektor dalam rapat Scnat Universitas untuk mendapatkan
pertimbangan dan persetujuan selambat-lambatnya pada setiap bulan Juni.

(2) Pertimbangan dan persetujuan pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada
Rektor sclambat-lambatnya satu bulan berikutnya.

(3) Selambat-lambatnya sctiap bulan Juli Rektor sudah harus mengajukan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas kepada Yayasan untuk disahkan.

(4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Rencana Anggaran Pendapalan dan Belanja

Universitas yang diusulkan oleh Rektor belum disahkan oleh Yavasan menjadi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas, maka penyelenggaraan

Universitas dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran tahun sebelumnya.,

Tahun Anggaran Universitas sama dengan T'ahun Akademik.

Setiap penggunaan dana yang tidak termuat dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Universitas, harus memperoleh persetujuan Yayasan terlebih dahulu.

Pasal 71

(1) Otonomi Universitas dalam bidang keuangan mencakup kewenangan untuk
menerima, menyimpan dan menggunakan dana atas nama Yayasan berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan olch Yayasan kepada Rektor.

(2) Universitas menyclenggarakan pembukuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip
akuntansi yang berlaku di Indonesia.

(3) Kecuangan Universitas diperiksa oleh Yayasan atau badan lain vang ditunjuk
oleh Yayasan.

BAB XXII
PENGEMBANGAN
Pasal 72

(1) Pcngembangan Universitas dilaksanakan berdasarlan perencanaan yang disusun

dalam suatu Rencana Induk Pengembangan Universitas, dan Rencana Srategis
Universilas.
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(2) Rencana Induk Pengembangan Unjversitas ditetapkan oleh Yayasan untuk
jangka wak(t 25 (dua puluh lima belas) tahun, dan Rencana Strategis Universitas
ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat Universitas dan
persetujuan Yayasan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB XXIII
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
Pasal 73

(1) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas
akademika untuk sccara bertanggung juwab dan mandiri melaksanakan kegiatan
akademik di lingkungan Universitas dalam rangka pencapaian tujuan
Universitas.

(2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar sctiap anggota sivitas akademika
dapat melaksanakan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadinya
masing-masing dengan dilandasi olch norma dan kaidah keilmuan.

(3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada avat (1)
pasal 11, setiap anggota sivitas akadcmika berkewajiban menjaga agar kegiatan
dan hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik vang telah
diprogram oleh Universitas.

(4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota sivitas akademika
bertanggung jawab sccara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan
norma keilmuan serta kaidah lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
vang berlaku.

(5) Dalam mclaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, Rektor dapat mengijinkan penggunaan sumber daya Universitas
sepanjang kepialan tersebutl tidak merugikan pribadi atau pihak lain serta tidak
semata-mata dimaksudkan untuk mecmperolch keuntungan materi bagi privadi
vang melaksanakannya.

Pasal 74

(1) Kebebasan mimbar akadcmik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik
vang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Universitas
scsual dengan norma dan kaidah keilmuan.

(2) Universitas dapat mengundang tenaga ahli dari lvar Universitas untuk
menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai norma dan kaidah keilmuan
dalam rangka pelaksanaan kcbebasan akademik.

Pasal 75

Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk
memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan scni.
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Pasal 76

Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan vang dilakukan oleh anggola
sivilas akademika Universitas dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan atau scnu.

Pelaksanaan otonomi keilmuan didasarkan pada norma dan kaidah keillmuan
yang harus ditaati oleh segenap anggola sivitas akademika Universitas.

BAB XXIV
KERJA SAMA
Pasal 77

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

mesyarakat, Universitas dapat mcijalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan

atau lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri sesuzi dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbenluk :

a. Pertukaran dosen dan atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan
akademik.

b. Memanfaatkan secara bersuma sumber daya vang dimiliki dalam kegiatan
akademik atau kegiatan kemahasiswaan.

BAB XXV
PENYELESATAN PERSELISITHAN
Pasal 78

Apabila terjadi persclisihan dalam intern Yayasan, atau antara Yayasan dengan
Universitas vang dapat mengganggu jalannya penyelenggaraan Universilas
secara keseluruhan, maka perselisihan tersebut diselesaikan secara musyawarah
untuk mencapai mufakat di antara unsur-unsur yang bersclisih.

Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana pada ayat (1) pasal
ini, Menteri dapat membentuk Panitia Penvelesaian Pcrsclisihan yang terdin
atas unsur-unsur Pemerintah, Yayasan dan Pimpinan Universitas, yang bertugas
paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknva Panitia dimaksud.

Apabila Panitia Penyelesaian Perselisihan schagaimana dimaksud pada avat (2)
pasal ini tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, maka penyelesaian perselisihan
dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara
dalam wilayah hukum tempat Yayasan berdomisili.

Demi kelancaran penyelenggaraan Universitas, selama penyelesaian perselisihan
melalui Pengadilan belum sclesai, Menteri dapal menunjuk pimpinan sementara
Universitas.



BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

Statuta ini berlaku cfektif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Statuta inj ditetapkan, segala hal yvang
berhubungan dengan penyelenggaraan Universitas harus disesuaikan dengan
Statuta ini.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditetapkan dalam
ketentuan tersendisi.

Jakarta, 27 Agustus 2015

Pengurus YMIK
“Ketua,
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" Dr. Drs. H. Ramlan Siregar, MS%%}% :



